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MOTO

“You know, you know where you are with
You know where you are with
Floor collapses, floating Bouncing back
And one day I am gonna grow wings”

(Let Down — Radiohead)
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pengingat tanggung jawab untuk penulis agar menjadi pribadi yang labih baik
kedepannya.

Dosen Pembimbing Skripsi,

kasih Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Prof.
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Muhammad Bilal Anshari. Februari 2026. INTERPRETASI
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Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Banjarbaru Tahun 2024 menimbulkan
masalah konstitusional serius karena tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kota Banjarbaru yang mengakibatkan hilangnya hak memilih sebagian besar
masyarakat Kota Banjarbaru yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), Masalah
ini bermula ketika KPU Kota Banjarbaru mendiskualifikasi salah satu pasangan
calon yang menyebabkan hanya satu pasangan calon yang dapat berkontestai pada
Pilkada Kota Banjarbaru. Meskipun demikian, KPU Kota Banjarbaru menerapkan
kebijakan yang menyebabkan 68,5% suara pemilih tidak sah dikarenakan tidak
dicantumkannya kolom kotak kosong pada surat suara pada pemilihan yang
seharusnya dilaksanakan dengan sistem satu pasangan calon. Dari latar belakang
ini menyebabkan Masyarakat Kota Banjarbaru menentang Keputusan Keptusan No.
191 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Kota Banjarbaru karena merasa hak konstitusionalnya dirugikan. Akibatnya,
mereka mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah
Konstitusi dalam Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dan Perkara
Nomor 06/PHPU.WAKO-XXII1/2025.

Dalam pemeriksaannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat
diterimanya Permohonan Nomor 06/PHPU.WAKO-XXII1/2025 yang diajukan
oleh masyarakat karena tidak memenuhi salah satu syarat formil yaitu kedudukan
hukum, namun dalam perkara lain yaitu Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-
XXH1/2025 Mahkamah Konstitusi justru menafsirkan pemohon yang merupakan
pemantau pemilihan sebagai sekelompok masyarakat yang memperjuangkan
pemulihan hak pilih masyarakat lainnya. Penafsiran tersebut menunjukkan adanya
pergeseran pendekatan Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan karakteristik
constitutional complaint, meskipun kewenangan tersebut tidak secara eksplisit
diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
1945) maupun Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yaitu

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah perkara PHPU Kota
Banjarbaru yaitu Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXI11/2025 dan Perkara



Nomor 06/PHPU.WAKO-XXI11/2025 memiliki karakteristik constitutional
complaint serta mengkaji landasan teoritik yang memungkinkan Mahkamah
Konstitusi untuk menerima dan mengadili perkara dengan substansi atau
karakteristik constitutional complaint melalui interpretasi konstitusional. Penelitian
ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif. Pendekatan yang
digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach),
pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach),
dan pendekatan perbandingan (comparative approach), dengan menggunakan
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa:

1. Perkara PHPU Kota Banjarbaru dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 05/PHPU.WAKO-XXII1/2025 dan Nomor 06/PHPU.WAKO
XXI111/2025 memiliki karakteristik constitutional complaint, sebagaimana
ditunjukkan oleh adanya pelanggaran hak konstitusional yang langsung
dirasakan oleh pemilih akibat tindakan penyelenggara pemilu yaitu KPU
Kota Banjarbaru yang lalai dalam menerapkan ketentuan peraturan
perundang-undangan terkait pemilihan dengan sistem satu pasangan calon,
serta peran Mahkamah Konstitusi dalam menilai konstitusionalitas tindakan
KPU Kota Banjarbaru. Penafsiran Mahkamah yang mengalihkan
kedudukan hukum pemantau pemilihan menjadi perwakilan masyarakat
mencerminkan upaya perlindungan hak konstitusional warga negara
melalui mekanisme yudisial.

2. Pengadobsian constitutional complaint pada dasarnya merupakan suatu
kebutuhan untuk mencapai cita-cita negara hukum sebagaimana yang
terdapat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Namun sayangnya, di Indonesia
kewenangan untuk mengadili perkara constitutional complaint ini tidak
dicantumkan secara eksplist sebagai salah satu kewenangan Mahkamah
Konstitusi yang akhinya menyebabkan perkara-perkara dengan substansi
constitutional complaint seringkali ditolak oleh Mahkamah Konstitusi
dengan alasan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
Oleh karena itu, Interpretasi konstitusional menjadi salah satu cara yang
memungkinkan Mahkamah Konstitusi menerima dan mengadili perkara
PHPU dengan karakteristik constitutional complaint tanpa harus menunggu
perubahan UUD Tahun 1945 maupun Undang-Undang Mahkamah
Konstitusi. Cara ini sejalan dengan konsep negara demokratis konstitusional
dan peradilan konstitusi berbasis hak asasi manusia, sebagaimana
dipraktikkan di negara-negara seperti Jerman dan Korea Selatan, serta
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memperkuat peran Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the
constitution sekaligus the guardian of constitutional rights dalam rangka
menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara untuk mencapai
cita-cita sebagai negara hukum yang hanya dapat tercapai apabila adanya
perlindungan yang maksimal terhadap hak konstitusional warga negara
yang dijamin oleh konstitusi.
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ABSTRAK

Pilkada Kota Banjarbaru Tahun 2024 menimbulkan persoalan
konstitusional akibat tindakan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru yang
mengakibatkan hilangnya hak memilih sebagian besar pemilih setelah adanya
diskualifikasi salah satu pasangan calon, yang dalam pelaksanaannya justru
menyebabkan mayoritas suara pemilih dinyatakan tidak sah dan memicu pengajuan
permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi
oleh masyarakat dan pemantau pemilihan yang merasa hak konstitusionalnya
dirugikan; dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO
XXI1/2025 dan Nomor 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025, Dalam Putusannya
Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran terhadap kedudukan hukum pemohon
yang menunjukkan adanya karakteristik constitutional complaint, meskipun
kewenangan tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang Mahkamah
Konstitusi; penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik constitutional
complaint dalam perkara PHPU Kota Banjarbaru serta mengkaji landasan teoritik
yang memungkinkan Mahkamah Konstitusi menerima dan mengadili perkara yang
mengandung  karakteristik  constitutional complaint melalui interpretasi
konstitusional, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang
bersifat preskriptif dan berorientasi pada pembaruan hukum melalui pendekatan
perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan; hasil penelitian
menunjukkan bahwa perkara PHPU Kota Banjarbaru memiliki karakteristik
constitutional complaint karena berangkat dari klaim pelanggaran hak
konstitusional pemilih akibat tindakan penyelenggara pemilu, diajukan oleh pihak
yang terdampak langsung, serta menuntut pemulihan hak konstitusional, sehingga
interpretasi konstitusional menjadi dasar yuridis bagi Mahkamah Konstitusi untuk
mengakomodasi perkara tersebut tanpa harus menunggu perubahan konstitusi atau
undang-undang, sekaligus menegaskan perannya sebagai penjaga konstitusi dan
pelindung hak konstitusional warga negara dalam negara demokratis konstitusional.

Kata Kunci (keyword): Interpretasi Konstitusional, Constitutional Complaint,
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Hak Konstitusional, Mahkamah Konstitusi.
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kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan
pengikut beliau hingga akhir zaman kelak.
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Terakhir, kepada diri sendiri, Muhammad Bilal Anshari. karena selalu
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